
WAI IKOTA MATARAM
PROVIN! SI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN ivVALIKOTA MATARAM

NOMOR 27 TAHUN 2616

TENTANG
PEN JABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN!

DAN BELANJ'A DAERAH TAHUN ANGGARAN 2616

DENGAÃ ~H M AT TUHAN YANG MAHA ESA

'iivVALIKOTA MATA~ M ,

4.

2.

3.

b.

1.

bah@a melaksanakan ketentuan Pa.sal 6 Peraturan I3aerah
Kota Mataram Nomor Tah u n 2 6 16 tentang Perubahan Atas
Peraturan I3aerah Nomor 1 6 T ahun 2 615 Tentang Anggaran
Pendapatan da n B e l anja D a erah T a hu n A n g garan 2 6 16 ,
sebagail. I a ndasan ope r askonal pel a k sanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2616;

b!ahba berda.sarkan, pertiimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a per l u men e tapkan Pera.turan W a l ikota t e n tang
Pen] abait an Peru.bahan Anggaran Pendapatan dan Belan)a
Daerah Tahun Anggaran 2616,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bum'
d Ian Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1 985 N omor 6 8 ,
Tambahan Lembara.n Negara Republik I n donesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomo ir ] 2 T a hu n 1 994 t e nta nA Peruba ha natas Undang­
U ndang Nomor 1 2 T a hu n 1 9 8 5 t e n fang Pa)ak B um l d a n
Bangunan (L!embaran Negara Repub4k Indones~a Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara N!omor 3569);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah T ingkat I I Ma t a ram. (Lembaran Negara,
R epublik I n d onesia T a.hun 1 9 9 3 Nomor 66 , Ta m b ahan
Lembaran Negara, Republik Indonesia. Nomor 3531);

Undang-Undang Nom o r 28 Tahu n 1 999 t ent a n g
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beba,s dari Korupsi,
Kolusi dan N e p o t isme (Lem,baran Negara. Republiik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara, Republik
Indonesia N'omor 383 1);

'Undang-Undang N o m.or 1 7 Tah u n 2 66 3 t en t an g K e u a n gan
Negara. (Lembaran Negara T! ahun 2 66 3 N o mor 4 7 , T a m b ahan
Lembar an Negara Republlk Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nom or 1 Tahu n 2 664 ten t ang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repub4k In d onessa
Tahun 2064 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) ;

5.



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7 . U n dang-Undang N o mor 25 Ta hu n 200 4 tentang Sistern
Perencanaan P embangunan Na sional ( Lembaran Negara
Republik In donesiaTahun 20 0 4 Nomor 104, T ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Vndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Re publik I ndonesia Nomor
4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajsk Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200 9 N omor 1 30 , T ambahan Lembaran N egara
Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Nagara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negsra
Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan U ndang-Undang N omor 9 Ta hu n 20 15 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan P emerintah N omor 24 Ta hu n 20 04 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kal i da n t erakhir d engan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan P emerintah N omor 24 Ta hu n 20 0 4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lebaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran. Negara Republik I ndonesia Tahun
2005 N o mor 13 7 , T a mbahan Le mbaran N egara R epubl ik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern
Informasi K euangan D aerah ( Lembaran N egara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



1 5. Peraturan Pe merintah No mo r 58 Tah u n 200 5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2 005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan d a n p enerapan S tander P elayanan M i n imal
(Lembaran Negara R epublik I ndonesia Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Nagara
Republik In donesia T ahun 20 0 6 N omor 2 5 , T ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 T a hu n 2 010 t en tang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Waki l Pemerintah d i W i layah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambshan Lembaran Nagara R epublik Indonesia
Nomor 5 107) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang T a ta
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Waki l Pemerintah d i W i layah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia
Nomor 5209);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Ne gara Re publik
Indonesia Tahun 2 010 Nomor 1 23 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Nagara Republik I ndonesia Tahun 20 11
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R epublik Indonesia
Nomor 5219);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 N omor 5, Ta mbahan L embaran N egara R epublik
Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat ates Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 20 10 ten t an g Pen gadaan Bar ang/ Jasa
Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5, T a mbahan L embaran N egara Republik I n donesia
Nomor 5655);

23. Peraturan Me nter i D a lam N eger i N omor 80 T ah un 20 15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



Daerah Tahu n Anggaran 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun
2014 tentang Perubahan Ates Peraturan Daerah Kota Mataram
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun
2014 Nomor 6 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 3
Seri A).

M EMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN W ALIKOTA TENTANG PEN JABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN P E NDAPATAN DAN BELANJA DA ERAH TA H UN
ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. P endapatan

a. Pendapatan Asg Daerah sejumlsh

b. Dana Perimbangan selumlah

c. Lam-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah

Rp

Rp

Rp

Rp

279.679.198. 140,00

948.543.457.384,00

129.584.409.047,00

1.357.807.064.571,00Jumlah Pendapatan :

2. Be lanja

a. Be lanja Tidak Langsung :

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Bungs

3. Belanja Subsidi

4. Belanja Hibsh

5. Belanja Bantuan Sostal

6. Belanja Bagi Hasil

7.Belanla Bantusn Keuangan

8. Belanla Tidak Terduge

Rp 604. 179.991.659,49

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 26.364.821.000,00

Rp 17.652.682.300,30

Rp 0,00

Rp 912.798.780,00

Rp 1. 055. 000. 000,00

Jumlah Belanja Titiak Langsung: Rp 650.165.293.739,79
b. Be lanja Langsung:

1. Belanja Pegawai

2. Belsnja Banmg dan Jasa

3. Belanja Modal

Rp 93.755.834.600,00

Rp 318.213.675.306,00

Rp 359.233.378.196,21

Jurnlah Belanja Lsngsung : Rp 771.202.888.102,21

Jumlah Belanja :

Surplus/(Degsttj :

1.421.368.181 842,00

(63.561.117.271,00(

Rp

Rp



63.561. 117.271,GG

G,GG

Penjabaran APBD sebagaimana diimaksud dalam Pasal 3. terinci Iebi ih ianjut datam
LRIIlPII'Rn Peraturan %a l l ko ta pang meruPakan 13aglan pang t lc lak terg ls81lkan clarl
PeraturRrl Wal lkota ln l .

Peraturan Wal lkota lm m u l 'al ber laku pada t ~ gg a I d lu n d angkan

Agar set iap orang mengetahuinya, m emeIintahk ~ pen gu n d a ng ~ Pera t u r a n
Walikota in l da lam Ber i ta Daerah Kota Mataram .

DEWAL(KOTA MATARAMp

~ . A H Y A — B D U H

Salina.n sesuai dengan aslinya

K EPALA HAGIAN HUKUM ,
H. EF ENDI EKQ 8ASWI70

MANSUR SH. MH
NIP.197012312002121035


